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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu 

struktur pemerintahan yang terbagi menjadi beberapa tingkatan, dimulai dari  

wilayah administratif terbesar yaitu provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi 

kabupaten atau kota, dan setiap kabupaten/kota  dibagi  menjadi kelurahan dan 

desa atau kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum dengan batas 

wilayah, memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat 

yang ada didalamnya berdasarkan sejarah dan tradisi mereka yang diakui dan 

dihormati oleh sistem pemerintahan Republik Indonesia. 

 Setiap tingkat pemerintahan mempunyai peran dan tanggung jawab yang 

berbeda-beda mengenai pengelolaan daerah, termasuk perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan dan seluruh wilayah tersebut, mulai dari provinsi 

hingga desa, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berfungsi sebagai 

komponen penting dalam kerangka negara Indonesia. Oleh karena itu, 

pembangunan tidak hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja, tetapi  merata 

di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal, 

sehingga seluruh masyarakat yang berada di pelosok negeri dapat merasakan 

manfaatnya. Pembangunan yang merata sangat penting untuk membangun 

masyarakat yang adil dan sejahtera. Setiap daerah harus diperkuat dan 

dikembangkan sesuai potensinya, baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, dan 
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infrastruktur. Pembangunan yang adil bertujuan untuk memastikan bahwa semua 

warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan publik, 

dan kesenjangan regional dapat diminimalkan. 

 Dalam hal ini, pembangunan harus dipahami sebagai upaya yang terencana 

dan terstruktur yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari 

pemerintah pusat hingga daerah, tujuannya adalah untuk memberikan lebih banyak 

peluang dan pilihan kepada seluruh warga negara untuk meningkatkan standar 

hidup mereka. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwasanya pembangunan desa memiliki tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup 

manusianya, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi 

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. 

 Setiap program pembangunan yang dilaksanakan harus mengutamakan 

kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa semua individu tanpa kecuali, 

mempunyai hak yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, pembangunan 

dimaknai tidak hanya sebagai pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai 

upaya berkelanjutan untuk menciptakan peluang ekonomi, penguatan sumber daya 

manusia, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan di seluruh  Indonesia. 

 Infrastruktur jalan yang baik berperan sangat penting dalam meningkatkan 

akses kegiatan masyarakat terhadap berbagai macam layanan publik utama 

contohnya seperti pendidikan, kesehatan, hingga pasar. Apabila infrastruktur jalan 

dinilai cukup berkualitas, misalnya jalan yang mulus dan lebar serta konektivitas 

yang baik antar wilayahnya, maka para siswa akan dengan mudah mengakses 
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sekolah dan tiba dengan tepat waktu tanpa ada hambatan, maka dengan demikian, 

dapat meningkatkan kehadiran dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar secara signifikan, hingga pada akhirnya akan berdampak pada 

peningkatan mutu pendidikan serta sumber daya manusianya di masa depan. 

 Selain itu, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan seperti klinik, 

puskesmas, sampai rumah sakit akan lebih cepat, mudah dan efisien baik dalam 

keadaan darurat maupun berobat biasa. Yang mana hal ini akan mencegah 

tertundanya penyediaan layanan medis untuk menyelamatkan nyawa, tidak hanya 

itu, hal ini juga akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara 

keseluruhan. 

 Ada hal yang tak kalah penting dari itu, yaitu infrastruktur jalan yang baik 

juga akan mendukung kelancaran arus jual beli barang dan jasa di pasar, yang mana 

hal ini sangat penting untuk perkembangan ekonomi daerah. Jalan yang memadai 

akan membantu proses pengangkutan barang dari produsen ke konsumen menjadi 

lebih efisien, meningkatkan daya saing pasar, mengurangi biaya logistik, serta 

dapat memberikan masyarakat lebih banyak akses terhadap barang sehari-hari 

dengan harga yang lebih murah. Hingga pada akhirnya, hal ini menjadi landasan 

penting demi mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi dan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

 Diketahui bahwa Kecamatan Rantau Bayur memiliki 21 desa dengan kondisi 

infrastruktur jalan yang berbeda, infrastruktur jalan di Desa Rantau Bayur sendiri 

sudah menjadi masalah yang serius dan terus menghambat kehidupan sehari-hari 

para masyarakat. Dalam laporan tahunan disebutkan bahwa jalan-jalan desa secara 

teratur diperkeras dan bisa dilalui sepanjang tahun, akan tetapi pada keadaan 



4 
 

 
 

sebenarnya kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan yang terbilang cukup 

parah dan dapat membahayakan masyarakat yang melintasinya. Berikut data 

kondisi jalan darat antar desa/kelurahan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Banyuasin yang diterbitkan pada tahun 2023: 

Tabel 1.1 Kondisi Jalan Darat Antar Desa/Kelurahan di Kecamatan Rantau 

Bayur, 2021  

Desa/Kelurahan 

Village/Kelurahan 

Jenis 

Permukaan 

Jalan/Road 

Surface Type 

Dapat Dilalui Kendaraan/ Passable 

by Motorized Vehicles with 4 or More 

Wheels 

Rantau Bayur Diperkeras Sepanjang tahun 

      Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin, 2023) 

 Dari data tersebut disebutkan bahwa infrastruktur jalan di desa Rantau Bayur 

sendiri sudah diperkeras dan bisa dilalui sepanjang tahun, namun pada 

kenyataannya bahwa selama lebih dari empat tahun, jalan utama telah dibiarkan 

dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan tidak dilakukan perbaikan yang 

signifikan dan pada sebagian besar jalan mengalami kerusakan yang cukup parah, 

mulai dari permukaan jalan yang tidak rata hingga jalan yang berlubang besar yang 

hanya ditimbun dengan pasir dan tentu saja dapat membahayakan para masyarakat 

yang melintas baik masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua maupun 

roda empat karena material yang tidak kokoh tersebut rentan terhadap kecelakaan, 

bahkan pada jalur antar desa mengalami longsor parah yang hanya menyisakan 

jalur setapak yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua berpotensi risiko 

kecelakaan bagi para pengendara karena sangat rentan terhadap pergeseran, 

terutama saat hujan. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) 

telah diatur 4 jenis kewenangan penyelenggaraan Jalan, yaitu pusat, provinsi, 
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kabupaten, dan kota sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14-16 UU Jalan. 

Dari sini didapati bahwa penyelenggaraan Jalan Desa merupakan salah satu 

kewenangan dari penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana diatur dalam 

Pasal 16 ayat (1) UU Jalan. Namun Semenjak adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa yang dikeluarkan pada masa kepresidenan Jokowidodo maka 

bantuan dana dari berbagai sumber keuangan khususnya pemerintah pusat 

mengalir ke desa yang salah satunya digunakan untuk membiayai berbagai 

pembangunan di desa (Peranto, 2020). 

 Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

secara tegas menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas pokok dalam 

dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas ini 

kemudian diperkuat dengan Pasal 78 ayat (1) yang menekankan bahwa 

pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

kualitas hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk 

pembangunan sarana dan prasarana desa. 

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga memberikan 

landasan hukum kepada Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangannya dalam 

hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Yang 

dalam hal ini telah tertuang dalam Pasal 79 yang mengatur tentang perencanaan 

pembangunan desa melalui RPJM Desa dan RKP Desa. Kemudian pada Pasal 81 

yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan desa harus dengan melibatkan 

seluruh masyarakat. Dalam hal ini, kewenangan yang dimaksud mencakup 
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pengelolaan anggaran desa untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana diatur 

dalam Pasal 71-75 tentang keuangan desa. 

 Pada pasal 72  ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal 

dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran 

yang bersumber dari APBN ini mengacu pada program-program Pemerintah yang 

berbasis Desa, dimana alokasi anggaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah 

Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 

 Seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa didanai dari 

pendapatan desa yang berasal dari APBN. Dana ini digunakan untuk membiayai 

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan aktivitas sosial, hal 

tersebut menjadi bukti nyata komitmen negara untuk membantu desa dalam 

meningkatkan kesetaraan pembangunan. Pengeluaran dana yang besar ini 

menunjukkan penghargaan atas peran strategis desa sebagai bagian terkecil 

pemerintahan dalam pembangunan nasional. Infrastruktur yang memadai, 

termasuk jalan dan fasilitas umum lainnya sangat penting untuk pertumbuhan 

ekonomi desa karena akan meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan kualitas 

hidup masyarakat. 

 Desa Rantau Bayur sendiri memiliki pagu anggaran desa mencapai hingga 

Rp 1.111.252.000, pagu anggaran desa ini ditetapkan berdasarkan beberapa faktor 

yaitu seperti faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat 

kesulitan geografis, jumlah yang ditetapkan kepada Desa rantau Bayur tersebut 

termasuk jumlah yang cukup terbesar dibandingkan dengan pagu anggaran desa 
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lain yang ada di Kecamatan Rantau Bayur. Rincian perbandingan pagu anggaran 

desa disetiap desa di Kecamatan Rantau Bayur akan dijelaskan pada tabel 1.2 

berikut: 

Tabel 1.2 Data Profil Jumlah Penduduk SDG’s dan Pagu Anggaran Desa di 

Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin 

Nama Desa Jumlah Penduduk Pagu Anggaran Desa 

Rantau Bayur 1.735 / 3.298 jiwa Rp 1.111.252.000 

Sumber: (Sistem Informasi Desa, 2024) 

Keterangan: jumlah penduduk yang tercatat capaian SDG’s Desa dengan 

perbandingan jumlah penduduk asli. 

 Disaat pagu anggaran desa Rantau Bayur terbilang cukup besar dibandingkan 

dengan desa-desa lain di Kecamata Rantau Bayur mengingat angka jumlah 

penduduknya juga dinilai padat, namun hal tersebut juga belum tentu menjadikan 

dana anggaran dapat dialokasikan dengan baik, karena mengingat dalam 

pengamatan peneliti sejauh ini belum ada kemajuan yang signifikan dalam bidang 

pemberdayaan masyarakat dan juga bidang pembangunan di Desa Rantau Bayur 

khususnya pembangunan infrastruktur jalan yang membentang disepanjang desa 

banyak mengalami kerusakan yang parah. Berikut dokumentasi kondisi jalan di 

Desa Rantau Bayur per tanggal 28 Desember 2024 yang berhasil peneliti dapatkan 

dari obeservasi yang dilakukan: 
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Gambar 1.1 Kondisi jalan di Dusun 2 Desa Rantau Bayur 
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Gambar 1.2  Kondisi jalan di Dusun 1 dan 3 Desa Rantau Bayur 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kondisi jalan di Dusun 4 Desa Rantau Bayur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti 2024 

 Pada gambar 1.1 terlihat kondisi infrastruktur jalan di Dusun 2 Desa Rantau 

Bayur menunjukkan tingkat kerusakan yang signifikan. Hampir di sepanjang ruas 

jalan terdapat kerusakan berupa lubang-lubang besar yang membentang di 

sebagian besar badan jalan. Situasi ini semakin memburuk saat musim hujan 

karena lubang-lubang tersebut tergenang air. Melihat kondisi yang membahayakan 

ini, beberapa warga setempat berinisiatif melakukan perbaikan mandiri dengan 

cara menimbun lubang-lubang yang berada di dekat rumah mereka dengan batu-
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batu koral dan tak jarang menimbunnya dengan batu bata dengan tujuan untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan. Kerusakan dengan karakteristik serupa banyak 

ditemui di berbagai titik sepanjang jalan di Dusun 2 Desa Rantau Bayur, 

menunjukkan bahwa permasalahan infrastruktur jalan di wilayah ini memerlukan 

perhatian serius. 

 Pada gambar 1.2 terlihat infrastruktur jalan di Dusun 3 dan Dusun 1 Desa 

Rantau Bayur memiliki kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan dusun 

lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya program perbaikan jalan yang 

dilaksanakan pada bulan November 2024 yang lalu. Namun, program perbaikan 

tersebut belum sepenuhnya rampung hingga saat penelitian ini dilakukan. 

Meskipun sebagian ruas jalan telah mengalami peningkatan pada kualitasnya, akan 

tetapi masih terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan berupa lubang-

lubang yang tergenang air. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur 

jalan di wilayah ini masih memerlukan penanganan lebih lanjut. 

 Pada gambar 1.3 terlihat bahwa kondisi infrastruktur jalan di Dusun 4 Desa 

Rantau Bayur menunjukkan tingkat kerusakan yang sangat serius, dimana separuh 

ruas jalan mengalami kerusakan parah. Kerusakan tersebut ditandai dengan adanya 

lubang-lubang yang sangat dalam dan tergenang air, yang membentang hampir di 

seluruh badan jalan. Situasi ini sangat membahayakan dan menyulitkanpara 

pengguna jalan, mengharuskan setiap pengguna jalan untuk ekstra waspada saat 

melewati ruas jalan tersebut. 

 Disebutkan dalam Pasal 1 BAB 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan bahwa ada 

beberapa kriteria infrastruktur jalan yang layak, antara lain dari: 
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1. Aspek Teknis 

Aspek ini mencakup jalan yang dibangun dengan bahan seperti aspal, beton 

atau perkerasan berbutir yang sesuai dengan beban lalu lintas. Kemudian jalan 

desa memiliki lebar minimal 3-4 meter, bahu jalan memiliki lebar minimal 0.5 

meter serta dilengkapi dengan saluran drainase yang memadai dan kemiringan 

melintang 2-3% sehingga dapat mengalirkan air. 

2. Kondisi Fisik Jalan 

Dalam hal ini, kondisi jalan yang baik dinilai dari permukaan jalan yang rata 

dan tidak bergelombang, tidak ada lubang dan retak, tidak digenangi air, 

memiliki bahu jaan yang stabil dan simstem drainase yang berfungsi dengan 

baik. 

3. Aspek Keselamatan 

Pada aspek ini, jalan yang baik memiliki rambu pada lokasi-lokasi rawan 

kecelakaan, memiliki marka jalan yang sesuai kebutuhan, memiliki 

penerangan pada titik-titik kritis dan rawan, dan memiliki pengaman jalan 

seperti palang atau pembatas jalan pada area berbahaya. 

4. Aspek pemeliharaan 

Pada aspek pemeliharaan, dilakukan beberapa tindakan seperti pemeriksaan 

rutin terhadap kondisi jalan, perbaikan kerusakan segera, melakukan 

pembersihan drainase secara berkala, serta dilakukan perawatan bahu jalan dan 

fasilitas. 

  Oleh sebab itu, keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan 

aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan tak lepas dari peranan 

pemerintahnya. Begitu juga bagi suatu desa, kinerja Kepala Desa menjadi 
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sangat vital karena Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi di tingkat desa, 

sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 26 pada Undang-Undang nomor 6 

tahun 2014 bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan 

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga apabila dilihat dari UU tersebut, 

Kepala Desa mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pembangunan di 

desa termasuk segala macam peningkatan serta pembangunan infrastruktur 

pada desa tersebut, tentunya didukung segala kapasitas dan fasilitas dari 

pemerintah pusat berikan kepadanya. 

  Seorang Kepala Desa dapat menghasilkan perubahan besar dengan 

kepemimpinannya yang membawa visi yang jelas. Jika pembangunan jalan 

desa berjalan dengan baik, maka hal tersebut akan membangun lebih banyak 

fasilitas fisik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. 

  Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga 

dijelaskan bahwa peran seorang Kepala Desa sangat penting dalam hal 

memastikan adannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, 

termasuk juga peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan desa. 

Yang dalam hal ini sejalan dengan Pasal 68 yang telah mengatur tentang hak-

hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, termasuk akses terhadap 

infrastruktur jalan yang memadai. Dengan demikian, kinerja Kepala Desa 

dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan di Desa 

Rantau Bayur adalah implementasi langsung dari amanat Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan 
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kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur jalan yang 

berkualitas. 

  Pada hakikatnya Kepala Desa sangat berperan penting dalam membuat 

dan merumuskan rencana pembangunan, seperti menganalisis apa saja 

kebutuhan masyarakat dan apa yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. 

Kemudian Kepala Desa juga harus mampu menentukan bagian infrastruktur 

mana yang paling membutuhkan perbaikan dan mampu menetapkan strategi 

untuk mencapainya, yang mana menurut Ely Sukmana dan Hishnul Islamy 

pada artikelnya berjudul Peranan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat 

dalam Pembangunan Fisik Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Sukmana & Islamy, 2019) kelancaran suatu 

pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana Kepala Desa dapat 

memimpin dengan baik. 

  Peranan Kepala Desa sangat diperlukan karena ia merupakan 

pemimpin tertinggi di tingkat desa, Kepala Desa bertanggung jawab untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang lebih baik dan 

bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur jalan desa. Sebagai 

seorang pemimpin, Kepala Desa bertanggung jawab atas kesejahteraan 

warganya, dan infrastruktur jalan yang baik adalah bagian penting dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial desa. 

  Dalam pemerintahan desa, kinerja adalah ukuran utama keberhasilan 

sebuah organisasi. Kinerja Kepala Desa secara langsung memengaruhi 

beberapa proyek pembangunan, termasuk meningkatkan kualitas infrastruktur 

jalan dan meningkatkan aksesibilitasnya (Saputra, 2023). Oleh karena itu, 
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penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja Kepala Desa, 

khususnya dalam memberikan sarana dan prasarana yang memadai dan 

melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan yang diharapkan ini akan 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas 

infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Maka peneliti bermaksud 

mengangkat judul “Kinerja Kepala Desa dalam Meningkatkan 

Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan di Desa Rantau Bayur 

Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik suatu rumusan, 

agar dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan 

nantinya, yaitu: Bagaimana kinerja Kepala Desa dalam proses meingkatkan 

aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan desa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Kepala Desa dalam proses 

pembangunan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur jalan di 

Desa Rantau Bayur. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

Ilmu Administrasi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

  Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintahan daerah dan instansi 

terkait, serta bagi pemerintah daerah sendiri dalam mengevaluasi dan 

memahami kendala-kendala yang ada pada pelaksanaan program-program 

pembangunan di masa yang akan datang. 
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